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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan juga
Undang-undang Tahun 1945 dimana menjunjung nilai yang tinggi terhadap
moral, etika maupun akhlak serta berkepribadian luhur dalam berbangsa.
Indonesia juga merupakan negara yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa
dimana diartikan bahwa rakyat Indonesia memilki nilai keimanan.

Penegakan hukum memiliki hubungan timbal balik yang terkait erat
dengan keberadaan masyarakat. Hal ini berdampak pada penegakan hukum yang
berlaku memiliki kecenderungan-kecenderungan sendiri berdasarkan struktur
masyarakat yang berkembang. Struktur sosial merupakan kendala terhadap sarana
sosial yang memungkinkan penegakan hukum berjalan dan dapat memberikan
hambatan, sehingga penegakan hukum tidak dapat dijalankan dengan efisien serta
efektif.!

Soerjono Sukanto menjelaskan bahwa masalah utama dan paling
fundamental daripada penegakan hukum terdiri dari beberapa faktor, diantaranya:
a. Faktor Hukum, yang dimaksud adalah Undang-undang yang berlaku.

b. Faktor Penegak Hukum, diantaranya adalah para pihak yang membuat
maupun yang menerapkan hukum.
c. Faktor Masayarakat, masyarakat memiliki posisi yang penting dalam

penegakan hukum. Semakin baik kesadaran masyarakat terhadap hukum,

! Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakkan Hukum, Yogyakarta: Publishing, hal. 31.
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maka akan memberikan dampak pada penegakan hukum yang baik.
Sebaliknya jika kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah maka sulit
untuk penegakan hukum yang baik.

d. Faktor Kebudayaan, hal ini merupakan hasil karya, cipta dan rasa berdasarkan
pada karsa manusia pada pergaulan hidup.?

Pembangunan hukum nasional dijalankan dengan tujuan memberikan
pencegahan terhadap berkembangnya aspek kehidupan masyarakat berdasarkan
globalisasi pada bidang ekonomi dan perdagangan maupun ilmu pengetahuan dan
teknologi. Hal ini harusnya menjelaskan bahwa hukum didahulukan daripada
dinamika masyarakat yang tidak dapat memainkan perannya pada rekayasa sosial
terhadap perkembangan wawasan dan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa
Indonesia.’

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi
informasi dan komunikasi telah memberikan andil terhadap meningkatkan
perbuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang memberikan
pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga
mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Pembangunan
hukum nasional meliputi etika pembangunan hukum nasional, kebijakan
pembangunan hukum nasional dan Kebijakan pembangunan hukum nasional.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi serta mudahnya akses
terhadap internet, telah membuka mata kita untuk melakukan penggalian

informasi tanpa batas. Dalam kemajuan teknologi tersebut mempermudah akses

% Soerjono Sukanto, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta: Persada, hal. 5.
® Suratman, Andri Winjaya Laksana, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digital



menuju era digitalisasi. Namun pemanfaatan kemudahan informasi juga
dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan meyebarluaskan
pornografi melalui internet.*

Pornografi atau porno aksi merupakan perbuatan yang memberikan
dampak negatif pada perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak
yang telah menjadi korban atau pelaku. Pornografi dijelaskan pada Pasal 1 butir 1
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yaitu “gambar,
sketsam ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun,
percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk
media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau
eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Pornografi menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia
pada era globalisasi saat ini, karena perkembangan pornografi bukan hanya terjadi
terhadap kehidupan sosial di masyarakat, bahkan penyebarannya secara luas di
dunia maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian
masyarakat. Di tengah-tengah persoalan mengenai pemberantasan tindak pidana
pornografi muncul polemik dalam masyarakat ketika pembentuk undang-undang
menetapkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Dalam kasus pornografi sebagaimana dijelaskan pada Putusan Nomor.
169/Pid.Sus/2018/PN. Skt, dimana Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret
2018 sekira-kiranya pada pukul 18.00 WIB yang bertempat di Hotel Megaland,
Purwosari, Laweyan, Surakarta. Dengan sengaja membuka dan atau melakukan

penelusuran situs porno melalui aplikasi penjelajah website (aplikasi browser)
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yang terpasang dihandphone merek Sony Xperia Z1 Compact warna hitam milik

Terdakwa yang terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi (wireless fidelity) LED (light

emitting diode) Running Text untuk keperluan periklanan (advertising) Hotel

Megaland Surakarta, Terdakwa mengetahui jika handphonenya akan secara

otomatis akan terkoneksi dengan Wi-FI LED Running Text Hotel Megaland

Surakarta. Selanjutnya Terdakwa melakukan pencarian dengan mesin pencarian

website Google dengan kata kunci “SERVIS MEMEK” lalu dihalaman Google

terdapat tulisan “TERIMA SERVIS JEMBUT MEMEK?”, pencarian yang
dilakukan oleh Terdakwa kemudian tersalin (tercopy) dimesin LED Running Text

Hotel Megaland Surakarta. Bahwa akibat dari tulisan “TERIMA SERVIS

JEMBUT MEMEK” muncul di LED Running Text Hotel Megaland, sehingga

dapat dilihat oleh masyarakat luas dan menjadi viral dimedia sosial.

Perbuatan terdakwa pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt
melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik:

a. Pasal 27 Ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan yang melanggar kesusilaan.

b. Pasal 45 Ayat (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terdakwa pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt disebutkan
tidak tahu bahwa situs porno yang diakses terhubung dengan Jaringan Wi-Fi dan

LED Running Text Hotel Megaland. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

merupakan kesengajaan dalam pertanggungjawaban pidana. kesengajaan, dapat



diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu “Pidana pada umumnya
hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang
dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan
bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens
en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja,
harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi
dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang
dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki
perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang
dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai penyebaran konten
pornografi, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap proses
penyebaran konten pornografi dengan teknologi atau media digital. Oleh karena
itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Tindak Pidana
Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor
169/Pid.Sus/2018/PN. Skt).

. Rumusan Masalah

Berdasarkan sebagaimana diatas, maka penulis hendak melakukan
penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pornografi melalui medi

elektronik?



2. Bagaimana pembuktian hakim dalam menentukan terdakwa bersalah telah
menyebarkan konten pornografi melalui media elektronik pada Putusan
Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt?

3. Bagaimana pornografi dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pornografi melalui medi
elektronik.

2. Untuk mengetahui pembuktian hakim dalam menentukan terdakwa bersalah
telah menyebarkan konten pornografi melalui media elektronik pada (Putusan
Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt.)

3. Untuk mengetahui pornografi dalam perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaatkan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Bagi Pribadi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan
penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih
memahami dengan baik mengenai tindak pidana penyebaran konten
pornografi melalui media elektronik, pembuktian hakim dan perspektif

Hukum Islam.



2. Bagi llmu Pengetahuan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya
mengenai hukum yang mengatur Tindak Pidana Penyebaran Konten
Pornografi melalui media elektronik.

3. Bagi Masyarakat Umum
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan
wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas, Kkhususnya dapat
memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bias dijadikan pedoman
untuk seluruh warga masyarakat tentang Tindak Pidana Penyebaran Konten
Pornografi dalam perspektif Islam.

E. Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatau kegiatan ilmiah yang didasarkan pada

metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau

beberapa gejala hukumnya.® Adapun pengumpulan data yang diperlukan atau

dipakai sebagai materi penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah
kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang Analisis Tindak Pidana

Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Putusan

®Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas
Muhammadiyah Surakarta, hal. 7.



Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt) dan norma hukum Islam yang terkait

dengan pornografi.®

2. JenisPenelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk
menggambarkan secara komprehensif mengenai Analisis Tindak Pidana
Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Putusan
Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt) dan norma hukum Islam yang terkait
dengan pornografi.
3. Sumber Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah yang berdasarkan kekuatan
mengikat diantaranya:
a. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
penulis sumber-sumber tertulis seperti:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan
terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti,
diantaranya:
a) KUHP
b) KUHAP

¢) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

®Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, Bandung: PT. Citra AdityaBakti,
hal. 52.



d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
e) Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt
f) Al-Qur’an
g) Al-Hadist
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang tidak bersifat
mengikat seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal yang terkait dengan
Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yaitu
kamus hukum.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
studi kepustakaan yaitu:’ metode pengumuplan data dengan cara mencari,
mempelajari, dan menghimpun data-data sekunder yang berhubungan dengan
Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dan pornografi dalam prspektif
Hukum Islam.
5. Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis kualitatif yaitu
data yang dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu : Pertama
mereduksi data, reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan,

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul

"Hasan Mustafa, 2003, Teknik Sampling, Bandung: Alfabeta, hal. 28.
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dari catatan-catatan pada saat mengumpulkan data. Kedua menyajikan data,
Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang
dapat berupa data kasar seperti jenis matrik, skema, gambar, tabel, dan
sebagainya. Ketiga menarik kesimpulan, Penarikan kesimpulan adalah proses
dimana penulis menyimpulkan apa yang sudah diketahui sebelumnya.® Hasil
analisis yang telah didapatkan kemudian digunakan metode pengambilan
kesimpulan yang digunakan adalah deduktif dengan cara melihat hukum
dalam peraturan perundang-undangan kemudian dilihat penerapannya dalam
kasus hukumnya tindak pidana penyebaran konten pornografi dan pornografi
dalam perspektif dalam hukum Islam.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika skripsi ini sebagai berikut

Bab | berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematik
penulisan.

Bab Il berupa tinjauan pustaka berisikan tinjauan hukum pidana yang
terdiri pengertian hukum, pengertian hukum pidana, pengertian unsur tindak
pidana, pengertian pidana, pengertian pemidanaan, pengertian overmacht.
Tinjauan Pornografi yang terdiri dari pengertian pornografi, unsur pornografi,
pengaturan tentang tindak pidana pornografi dan Penyelesaian Tindak Pidana

Pornografi yang terdiri preventif, represif dan hukum islam.

® Nurhayati, N. (2010). Pelaksanaan Penyusunan Program Legislasi Daerah Kota Surakarta Untuk
Menunjang Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Doctoral dissertation,
Fakultas Hukum), hal 14.
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Bab 11l berupa hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri pengaturan
hukum tindak pidana pornografi melalui medi elektronik, pembuktian hakim
dalam menentukan terdakwa bersalah telah menyebarkan konten pornografi pada
Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt dan hakim dalam memutuskan
terdakwa Dbersalah menyebarkan konten pornografi pada Putusan Nomor
169/Pid.Sus/2018/PN. Sk dan pornografi dalam perspektif hukum Islam.

Bab IV berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap

permasalahan yang dibahas oleh peneliti.



